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ABSTRAK 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu sumber 

penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah demi kepentingan bersama. 

Penulisan Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Bintan serta menambah pengetahuan pembaca tentang PBB P2. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022. Pemungutan 

PBB P2 di Kabupaten Bintan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 

2011.  Untuk  memperoleh data  yang  diperlukan  dalam  Penelitian  ini,  penulis  menggunakan 

metode pengumpulan data kuantitatif dengan menggunakan data-data yang didapat dari Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bintan yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

tahun 2019, 2020 dan 2021 terkait dengan jumlah penerimaan daerah serta target PBB P2 per 

tahun di Kabupaten Bintan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PBB P2 di tahun 
2019 dan 2020 tidak bisa mencapai target, walaupun targetnya meningkat. 

Kata kunci : PBB P2, pajak daerah, PAD, BAPENDA 
 

 

ABSTRACT 

Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) is one source of regional revenue that can be 

used for regional development for the common interest. Rural and Urban Land and Building Tax 

(PBB P2) in increasing Local Own Revenue (PAD) in Bintan Regency and attracting readers' 

knowledge about PBB P2. This research was conducted from September 2022 to November 2022. 

The collection of PBB P2 in Bintan Regency is carried out in accordance with the applicable 

legislation Law Number 28 of 2009 and Regional Regulation of Bintan Regency Number 1 of 

2011. To obtain the data required in this research, the author uses a quantitative data collection 

method using data obtained from the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Bintan Regency, 

Regional Original Revenue (PAD) data for 2019, 2020 and 2021 related to the amount of regional 

revenue and the target of PBB P2 per year in Bintan Regency. The results of the research show 

that PBB P2 revenue in 2019 and 2020 are not able to reach the target, even though the target has 

increased. 

Keywords: PBB P2, local taxes, PAD, BAPENDA
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator keberhasilan dari 

penyelenggaraan pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kewenangan dan 

kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi suatu negara. Wujud dari 

pemenuhan kesejahteraan tersebut pemerintah melakukan pembangunan. Peningkatan 

efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan pembangunan sangat penting bagi 

pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, sehingga pemerintah pusat 

melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan 

pemerintahan sendiri. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

tentang otonomi daerah, dengan demikian pemerintah daerah mampu untuk mencari 

sumber dana yang diperlukan dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur 

publik. Sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah meliputi Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pinjaman Daerah. Salah satu sumber yang memiliki 

potensi besar dalam meningkatkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah yaitu pajak 

daerah, pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dalam hal 

penambahan subjeknya. 

Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan solusi bagi Pemerintah Daerah 

untuk mencari sumber pendapatan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya. Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah 

yang seluas-luasnya dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah masing- 

masing, dengan adanya otonomi daerah sebagai desentralisasi atau pelimpahan kekuasaan 

dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah diharapkan akan mampu mempercepat 

pembangunan nasional. Percepatan pembangunan nasional diharapkan akan mampu 

membuat Indonesia agar dapat bersaing dan beradaptasi dengan pesatnya perkembangan 

dunia. Otonomi daerah juga merupakan sebagai jalan keluar atas kebutuhan daerah untuk 

mendapatkan sumber dana yang di perlukan dalam melaksanakan pembangunan untuk 

meningkatkan pelayanan serta fasilitas publik. 

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengamanatkan 

bahwa segala urusan pemerintah daerah diserahkan kepada pihak pemerintah daerah, saat
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ini daerah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, 

mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah kewenangan yang lebih 

luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai 

dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan sendiri arah 

dan  tujuan  pembangunan  di daerahnya.  Ini terjadi sebagai konsekuensi penyerahan 

kewenagan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara penuh untuk mengurus 

rumah tangga daerahnya sendiri, pembangunan di daerah dinilai mampu apabila daerah 

sendiri yang menanganinya. Dengan otonomi, pemerintah daerah diberikan kesempatan 

untuk mengelola pendapatan asli daerah. Daerah sudah mempunyai kewenangan penuh 

untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial untuk dapat mendukung 

pelaksanaan pembangunan. 

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Sumber pendapatan daerah terdiri atas : 

a.   Pendapatan Asli Daerah, meliputi: 
 

1.   Pajak Daerah; 
 

2.   Retribusi daerah; 
 

3.   Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
 

4.   Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

b.   Pendapatan transfer, meliputi : 

1.   Transfer pemerintah pusat, terdiri atas : 
 

1)  Dana perimbangan; 
 

2)  Dana otonomi khusus; 
 

3)  Dana keistimewaan; dan 
 

4)  Dana desa. 
 

2.   Transfer antar daerah, terdiri atas : 
 

1)  Pendapatan bagi hasil; dan 
 

2)  Bantuan keuangan; 
 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau   badan   yang   bersifat   memaksa   berdasarkan  Undang-Undang,   dengan  tidak
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Pajak merupakan alat 

bagi pemerintah  dalam  mencapai tujuan  untuk  mendapatkan  penerimaan  baik  yang 

bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran 

rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu 

mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, 

baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan 

untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Definisi pajak menurut Prof. Dr. PJA Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009:2) 

“Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta 

akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang- 

Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai 

dalam pembiayaan yang diperlukan negara.” 

Sebagai dasar hukum yang menerapkan pemungutan pajak di Indonesia adalah 

ketentuan yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 huruf 

A amandemen ketiga yang menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang Pajak sebagai salah satu 

sumber dana dalam pembangunan nasional memiliki peranan yang besar karena 

mengalami peningkatan setiap tahun, maka dalam hal potensi pajak sangat perlu digali 

lebih mendalam sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan 

negara. 
 

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 

penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat  ke 

Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam 

Negeri nomor 213/pmk.07/2010, nomor 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan 

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
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Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan 

yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari 

bumi dan bangunan (Rahman, 2011:41). 

Pemerintah Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target 

tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. 

Pada awalnya PBB termasuk pajak pusat, sejalan dengan desentralisasi keuangan sebagai 

salah satu bentuk kebijakan fiskal yang ditempuh, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI 

pada tanggal 18 Agustus 2009 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Undang-undang tersebut 

diantaranya mengamanahkan pendaerahan atau pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan 

Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan pajak pusat dialihkan 

menjadi pajak daerah yang pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah 

daerah paling lambat 1 Januari 2014. 

Sebelum berlakunya UU PDRD, PBB P2 merupakan pajak yang dipungut dan di 

administrasikan oleh pemerintah pusat namun demikian hasil seluruhnya diberikan 

kepada pemerintah daerah dengan proporsi tertentu. Dengan demikian tentunya 

pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap pajak ini. Pola tax 

sharing seperti ini memang dahulu sangat diperlukan terutama sebagai salah satu sumber 

penyeimbang pendapatan daerah, sesuai dengan salah satu fungsi pajak itu sendiri yaitu 

sebagai pengatur (reguleren). Namun seiring dengan berkembangnya rezim otonomi 

daerah dimana daerah diminta untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber-sumber 

pendapatannya maka pola bagi hasil tersebut menurut penggagas UU PDRD ini sudah 

tidak relevan lagi. Pendaerahan PBB P2 menurut beberapa penggagasnya, diharapkan 

akan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah serta meningkatkan kinerja 

pemerintah daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkaan oleh 

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan,  perhutanan,  dan  pertambangan.  Yang  dimaksud  dengan  Bumi  adalah
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permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, 

perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan 

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah 

dan atau perairan-perairan. 

Dengan dialihkannya PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki 

aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Menurut Siahaan (2009:499) 

hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat  

dan pemerintah daerah dengan  imbangan pembagian sekurangkurangnya 90% untuk 

pemerintah Daerah Tingkat II dan pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah 

yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan 

kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014. 

Ada beberapa sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan oleh Pemerintah 

Daerah dalam merealisasikan tujuan serta tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, 

salah satunya adalah dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah juga merupakan 

dasar hukum dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan beberapa aturan 

pelaksanaannya. 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bumi sebagai contoh tanah merupakan 

karunia Tuhan Yang Maha Kuasa mempunyai fungsi sosial, kepentingan lainnya untuk 

memenuhi kebutuhan dasar, lahan usaha atau alat investasi yang menguntungkan. Atas 

tanah terletak bangunan yang juga memberikan manfaat ekonomi kepada pemilik. 

Berdasarkan penelitian terdahulu  oleh Fika Utari pada tahun 2018  “Analisis 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bintan”, dengan hasil penelitian yaitu realisasi penerimaan pajak bumi dan 

bangunan kota Bintan tahun 2019-2021 belum bisa mencapai target yang ditetapkan.
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Terdapat perbedaan sudut pandang yang menjurus kepada pemahaman terkait 

penerapan tarif dalam perhitungan PBB P2 di Kabupaten Bintan dikarenakan banyak 

masyarakat yang belum mengerti dan sehubungan dengan pembangunan daerah yang 

juga  berkaitan  dengan  tanah  di Kabupaten  Bintan  yang  mengalami kemajuan  serta 

peningkatan atas transaksi peralihan hak yang juga berpotensi meningkatkan pendapatan 

daerah dari pajak, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu penulis 

tertarik melakukan penelitian pada Kabupaten Bintan untuk mengetahui berapa besar 

kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan. 

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat, khususnya masyarakat di 

Kabupaten Bintan agar mengetahui kontribusi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan dan dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
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